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Abstrak: Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama- sama mengakui adanya 

wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. wasiat 

dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar 

sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli 

waris. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Pelaksanaan wasiat Menurut 

Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim 

Terhadap Pelaksanaan Hibah Wasiat Pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.BatgUntuk menjawab 

permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan Bahwa Pada ketentuan Kompilasi Hukum 

Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta 

dibawah tangan atau akta notaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerdata, 

dikenal 3 bentuk wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat 

tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam Kompilasi Hukum 

Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. Bahwa Putusan Nomor Nomor 

329/Pdt.G/2020/PA.Batg majelis hakim Telah Berlaku dengan adil dengan menerapkan aturan Kompilasi 

Hukum Islam. Dimana Hakim memeritahkan untuk memberikan 1/3 dari Hibah Wasiat. 

Kata Kunci: Analisis Pertimbangan Hakim, Pelaksanaan Hibah, Hibah Wasiat. 

 

Abstract: The Compilation of Islamic Law and the Civil Code both recognize the existence of wills in their 

inheritance law, but there are differences and similarities in their regulations. Wills can be made verbally or 

in writing and limit wills to a maximum of one-third of the testator's inheritance or if the will is more than 

one-third, the consent of the heirs is required. In this study, the problems raised are How is the 

Implementation of a Will According to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code and How are the 

Judges' Considerations Regarding the Implementation of Will Grants in Decision Number 329 / Pdt.G / 2020 / 

PA.Batg To answer these problems, a normative legal research method is used with a statutory approach and 

a conceptual approach. From the results of the study, it can be concluded that in the provisions of the 

Compilation of Islamic Law regarding the form of a will, 2 forms of will are recognized, namely oral and 

written wills (can be in the form of a private deed or a notary deed), as regulated in Article 195 of the KHI. 

Meanwhile, in the Civil Code, there are 3 forms of wills, namely holographic wills, open wills and secret 

wills, where all three forms of wills require the intervention of a notary in their making. The granting of a will 

in the Compilation of Islamic Law is limited to a maximum of 1/3 of the testator's inheritance. That Decision 

Number 329 / Pdt.G / 2020 / PA.Batg the panel of judges has been fairly enforced by applying the rules of the 

Compilation of Islamic Law. Where the Judge ordered to provide 1/3 of the Will Grant. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia sebagai organisasi memiliki tujuan yang jelas, sebagaimana tertuang dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut mencakup melindungi seluruh bangsa 

Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan prinsip keadilan sosial, perdamaian abadi, dan 

kemerdekaan. Indonesia mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat serta berlandaskan negara 

hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Negara hukum yang diterapkan 

Indonesia bertujuan tidak hanya menciptakan ketertiban dan keamanan, tetapi juga mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kematian menjadi salah satu peristiwa hukum 

yang membawa akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut adalah peralihan kepemilikan harta 

peninggalan pewaris kepada ahli waris, yang dikenal sebagai pewarisan. Hukum waris mengatur 

ketentuan terkait pewarisan ini, baik dari segi hubungan antar ahli waris maupun antara ahli waris 

dengan pihak ketiga. Pewarisan dapat dilakukan melalui tiga sistem hukum yang berlaku di 

Indonesia, yaitu hukum waris perdata Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. 

Hukum waris perdata Barat dan hukum waris Islam memiliki kesamaan dalam mengakui 

pewarisan melalui wasiat, meskipun terdapat perbedaan dalam kriteria dan pelaksanaannya. Wasiat 

dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan dalam hukum perdata Barat, wasiat dikenal dengan istilah 

testamentair dan diatur dalam KUH Perdata. Hukum Islam membatasi pemberian melalui wasiat 

maksimal sepertiga dari total harta warisan, kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris. 

Pembatasan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diadopsi dalam Pasal 

195 Ayat (2) KHI. 

Pembuatan wasiat diatur secara rinci untuk memastikan keabsahannya. Dalam KUH Perdata, 

terdapat tiga jenis surat wasiat, yaitu surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat 

rahasia. Prosedur pembuatan masing-masing jenis wasiat ini melibatkan notaris dan saksi, serta harus 

mematuhi ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, dalam surat wasiat 

olografis, pewaris harus menulis dan menandatangani sendiri surat tersebut, kemudian 

menyerahkannya kepada notaris. Sementara itu, surat wasiat umum dibuat dengan pernyataan 

langsung kepada notaris di hadapan saksi-saksi. 

Selain wasiat, hibah wasiat (legaat) juga menjadi salah satu bentuk pewarisan yang diatur 

dalam hukum. Hibah wasiat adalah pemberian khusus yang ditentukan dalam surat wasiat, seperti 

pemberian barang tertentu atau hak pakai hasil. Dalam KUH Perdata, hibah wasiat diatur dalam 

Pasal 957, yang menyatakan bahwa hibah wasiat dapat mencakup barang bergerak, barang tidak 

bergerak, atau manfaat dari harta peninggalan pewaris. Pembuatan hibah wasiat biasanya dilakukan 

melalui notaris untuk memastikan keabsahan hukumnya. 

Dalam konteks pewarisan melalui hibah wasiat, sering kali terjadi permasalahan akibat 

ketidaktahuan atau pengabaian oleh ahli waris. Sebagai contoh, kasus gugatan hibah wasiat di 

Pengadilan Agama Bantaeng mencerminkan permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, pewaris 

memberikan hibah wasiat berupa uang sejumlah Rp200 juta kepada sebuah masjid melalui akta yang 

dibuat dan disahkan notaris. Namun, ahli waris mencairkan seluruh tabungan pewaris tanpa 

memberikan bagian yang telah ditentukan kepada penerima hibah wasiat, yaitu pengurus masjid. 

Masalah seperti ini menunjukkan pentingnya peran notaris dalam memastikan bahwa hibah 

wasiat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Notaris berperan tidak hanya dalam pembuatan akta 

hibah wasiat, tetapi juga dalam memberikan nasihat kepada pewaris agar isi wasiat tidak melanggar 

hukum. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum autentik sebagai alat bukti sah yang 

diakui oleh undang-undang. Namun, pewaris tidak diwajibkan memberitahu ahli waris mengenai 

keberadaan hibah wasiat, sehingga sering kali ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat yang 
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dibuat. 

Prosedur formal yang ketat dalam pembuatan surat wasiat bertujuan untuk memastikan bahwa 

kehendak pewaris benar-benar diwujudkan. Namun, jika ahli waris mengabaikan akta hibah wasiat, 

penerima hibah wasiat sering kali harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus di 

Bantaeng, pengurus masjid sebagai penerima hibah wasiat menghadapi kendala karena ahli waris 

tidak menghormati ketentuan wasiat yang telah ditetapkan. 

Hibah wasiat yang dibuat melalui notaris memberikan jaminan hukum yang lebih kuat 

dibandingkan dengan wasiat yang tidak disahkan secara formal. Sebagai alat pembuktian yang sah, 

akta hibah wasiat dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan wasiat yang telah 

ditentukan. Namun, permasalahan yang terjadi dalam praktik menunjukkan perlunya kesadaran 

hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat, terutama terkait kewajiban untuk menghormati 

wasiat. 

Kasus hibah wasiat di Pengadilan Agama Bantaeng menjadi latar belakang penting untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaksanaan hibah wasiat. Analisis ini 

bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa 

pewarisan, khususnya dalam konteks hibah wasiat yang tidak diindahkan oleh ahli waris. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman 

hukum terkait pelaksanaan hibah wasiat di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan langkah seseotang untuk mengasah pengembangan ilmu dan 

pengetahuan. Maka, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan 

ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 40 Dalam penelitian ini metedologi penelitian yang 

dipakai adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Karena dalam penelitian ini penulis melakukan 

penelitian disesiakan dengan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan merupakan penelitian 

daftar pustaka juga. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk 

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Undang-Undang, peraturan-peraturan dan 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 41 Jenis penelitian termasuk ke dalam 

metodologi penelitian yang sangat penting untuk mengetahui karakter penelitian yang akan diangkat. 

Beranjak dari adanya pengaturan atas pelaksanaan wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sehingga kita ingin melihat seperti apa putusan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kasus Posisi 

1. Duduk Perkara 
Kasus ini bermula dari gugatan Penggugat yang diajukan pada 1 Oktober 2020 di Pengadilan 

Agama Bantaeng, terkait pelaksanaan hibah wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Hj. Baraiya binti 
Kalepu sebelum meninggal dunia pada 8 Juli 2019. Dalam wasiat yang telah disahkan melalui 
legalisasi Notaris pada 10 Agustus 2015, Almarhumah mewasiatkan uang sebesar Rp200 juta yang 
disimpan dalam deposito Bank BRI kepada Masjid Nurul Ikhlas. Namun, ahli waris sah 
Almarhumah, yang terdiri dari enam orang Tergugat, mencairkan seluruh tabungan sebesar Rp340 
juta pada 31 Maret 2020 tanpa melaksanakan wasiat tersebut. Penggugat meminta agar wasiat ini 
dijalankan sesuai hukum, dengan mengacu pada Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan 
meminta sita jaminan terhadap harta Tergugat jika wasiat tidak dilaksanakan. 

Dalam eksepsinya, para Tergugat meminta agar gugatan Penggugat tidak diterima dan menolak 

seluruh tuntutan. Namun, dalam putusannya, Pengadilan Agama Bantaeng menolak eksepsi 

Tergugat, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa wasiat yang dibuat 
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oleh Almarhumah Hj. Baraiya sah. Hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan uang 

sebesar Rp117 juta kepada Masjid Nurul Ikhlas, sesuai isi wasiat. Jika Tergugat tidak melaksanakan 

putusan tersebut, harta mereka akan disita dan dilelang oleh Kantor Lelang Negara untuk memenuhi 

kewajiban. Pengadilan juga menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp7.060.000. Gugatan selebihnya yang diajukan Penggugat ditolak oleh pengadilan. 

B. Pelaksanaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Pelaksanaan wasiat di Indonesia diatur baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan perbedaan prinsipil dalam bentuk dan 

prosedur pembuatannya. Dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi 

atau secara tertulis di hadapan notaris, dengan pembatasan bahwa maksimal sepertiga dari harta 

warisan dapat diwasiatkan, kecuali jika ahli waris menyetujui lebih dari itu. Sementara itu, dalam 

KUHPerdata, wasiat harus berbentuk akta yang dapat berupa olografis, umum, atau rahasia, dan 

harus dibuat dengan bantuan notaris. KUHPerdata juga melindungi bagian tertentu dari harta warisan 

yang disebut legitime portie, yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Wasiat dalam KHI 

lebih fleksibel karena mengakui wasiat lisan dan akta di bawah tangan, sementara KUHPerdata 

menekankan keabsahan hukum melalui bentuk akta otentik. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan 

masing-masing sistem hukum dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi ahli waris. Dengan 

demikian, pelaksanaan wasiat di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk 

menjamin kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh teori kepastian hukum Sajipto Rahardjo, 

yang menekankan pentingnya kejelasan dan logika dalam peraturan hukum untuk menjadi pedoman 

perilaku masyarakat. 

C. Petimbangan Hakim Terhadap Pelaksanaan Hibah Wasiat Pada Putusan Nomor 

329/Pdt.G/2020/PA.Batg 
Pelaksanaan hibah wasiat dalam Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg. menjadi studi kasus 

penting dalam memahami penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pewaris, Hj. 
Baraiyya binti Kalepu, melalui surat wasiat yang telah disahkan oleh notaris pada tahun 2015, 
mewasiatkan uang sebesar Rp200 juta kepada Masjid Nurul Ikhlas. Namun, setelah pewaris 
meninggal dunia, ahli waris mencairkan seluruh tabungan pewaris sebesar Rp352 juta tanpa 
melaksanakan isi wasiat tersebut, yang kemudian memicu gugatan dari pihak pengurus masjid. 

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat wasiat tersebut sah karena 
telah dibuat sesuai ketentuan KHI Pasal 194-196. Wasiat ini dibuat secara tertulis di hadapan notaris 
dan disaksikan dua orang saksi, sehingga memenuhi syarat formal dan materiel. Hakim juga 
memastikan bahwa pewaris memiliki hak penuh atas harta yang diwasiatkan, sesuai bukti tertulis 
dari Bank BRI dan keterangan saksi-saksi. Namun, isi wasiat sebesar Rp200 juta melebihi batas 
maksimal sepertiga harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 KHI, yang mensyaratkan 
persetujuan ahli waris jika melebihi batas tersebut. 

Hakim memutuskan bahwa pelaksanaan wasiat hanya dapat dilakukan hingga batas sepertiga 
dari total harta pewaris, yaitu Rp117 juta. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara hak 
ahli waris yang dilindungi oleh hukum dan pelaksanaan amanah pewaris. Selain itu, hakim 
menyatakan bahwa apabila ahli waris tidak melaksanakan putusan secara sukarela, harta para 
tergugat dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk memenuhi pelaksanaan wasiat tersebut. 

Dalam konteks hukum waris, KHI memberikan fleksibilitas dalam bentuk wasiat, yang dapat 
dilakukan secara lisan atau tertulis, asalkan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Berbeda dengan 
KUHPerdata, yang mewajibkan wasiat berbentuk akta, baik olografis, umum, maupun rahasia. 
Keduanya, meski memiliki perbedaan, bertujuan untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah 
penyalahgunaan wasiat yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Hakim juga mengacu pada prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam Pancasila, 
khususnya sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dengan memberikan bagian 
sesuai dengan batasan hukum dan melindungi hak ahli waris, putusan ini mencerminkan 
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perlindungan terhadap individu sekaligus kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan 
hukum waris untuk menciptakan keadilan yang proporsional. 

KUHPerdata memberikan perlindungan melalui konsep legitime portie, bagian mutlak harta 
warisan yang tidak dapat dikurangi oleh wasiat. Bagian ini bertujuan melindungi ahli waris dari 
keputusan pewaris yang dapat merugikan hak-hak mereka. Sementara itu, KHI membatasi pemberian 
wasiat hanya sampai sepertiga harta warisan, kecuali jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Kedua 
sistem ini menunjukkan adanya upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris 
dan kepentingan ahli waris. 

Putusan ini juga menunjukkan pentingnya peran notaris dalam pembuatan wasiat. Akta yang 
dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang otentik, memberikan jaminan bahwa wasiat telah 
dibuat sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, penyimpanan akta wasiat oleh notaris juga mengurangi 
risiko kehilangan atau sengketa di kemudian hari. Hal ini menjadikan wasiat dalam bentuk akta 
notaris lebih aman dibandingkan dengan wasiat lisan atau akta di bawah tangan. 

Meskipun demikian, masalah dalam pelaksanaan wasiat sering kali muncul karena kurangnya 
pengetahuan ahli waris tentang hukum waris atau karena tidak adanya komunikasi yang jelas antara 
pewaris dan ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini menimbulkan potensi konflik, 
seperti yang terlihat dalam kasus ini. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat tentang 
pentingnya pembuatan wasiat yang sah dan pelaksanaannya menjadi sangat penting. 

Dalam analisis ini, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan 
KHI, terutama dalam membatasi pelaksanaan wasiat hingga sepertiga dari total harta warisan. 
Putusan tersebut juga mengedepankan prinsip keadilan dengan memberikan bagian kepada penerima 
wasiat tanpa mengabaikan hak ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia 
berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. 

Akhirnya, putusan ini menjadi contoh penerapan teori perlindungan hukum, yang menekankan 

pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, hukum berfungsi melindungi mereka yang lemah secara 

sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, hukum waris memastikan bahwa ahli waris dan 

penerima wasiat mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencerminkan 

tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan keseimbangan. 

 

KESIMPULAN  
Berdasarkan Pemaparan-pemaparan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan, antara lain 

sebagai berikut: 
1. Bahwa Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai bentuk wasiat, dikenal 2 bentuk 

wasiat yakni wasiat lisan dan tertulis (dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KHI. Sementara dalam KUHPerdata, dikenal 3 bentuk 
wasiat yakni wasiat olografis, wasiat terbuka dan wasiat rahasia dimana ketiga bentuk wasiat 
tersebut memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya. Pemberian wasiat dalam 
Kompilasi Hukum Islam dibatasi yakni maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan Pewaris. 
Sedangkan KUHPerdata tidak memberikan pembatasan secara langsung mengenai besaran 
wasiat, namun KUHPerdata mengenal Legitieme Portie yakni suatu bagian dari harta 
peninggalan Pewaris yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus baik lurus ke atas 
atau lurus ke bawah dari Pewaris dan terhadap bagian ini si Pewaris tidak diperbolehkan 
menetapkannya sebagai hibah ataupun wasiat. 

2. Bahwa Putusan Nomor Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Batg majelis hakim Telah Berlaku dengan 
adil dengan menerapkan aturan Kompilasi Hukum Islam. Dimana Hakim memeritahkan untuk 
memberikan 1/3 dari Hibah Wasiat diatas kepada para Penggugat oleh tergugat ,dimana terbukti 
isi tabungan almarhumah Hj.Baraiyya binti Kalepu di Bank BRI Cabang Bantaeng berjumlah 
Rp.352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) maka terhitung sepertiga dari jumlah 
tersebut menjadi Rp.117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah), maka Majelis Hakim 
menilai bahwa isi wasiat almarhumah Hj.Baraiyya binti Kalepu kepada Masjid Nurul Ikhlas 
Bongoso sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 10 Agustus 
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2015 yang telah didaftarkan (legalisasi) pada Kantor Notaris Syahrir Amri, S.H. di Bantaeng 
Nomor 29/L/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dapat dilaksanakan adalah sejumlah 
Rp.117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah). 

Saran 
1. Diharapkan akademisi lebih mengerti dan memahami mengenai konsep wasiat yang benar 

perspektif hukum Islam yaitu dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif 
pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar masyarakat mengerti pemahaman wasiat yang 
benar dan mampu memberikan solusi dan penyelesaian pada ranah masyarakat serta menambah 
khazanah ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi akademisi dan praktisi hukum yang 
terkait dengan peningkatan permaslahan wasiat pada ranah masyarakat dengan membaca 
penelitian yang membahasnya. 

2. Diharapkan Pengadilan pada aspek internal dalam hal kewenangan ataupun pedoman lebih 
matang lagi dalam prakteknya serta tegas sebagai penegak hukum dengan berdasarkan kode etik 
dan peraturan-peraturan yang ada agar dalam menyelesaikan permasalahan mendapat solusi dan 
penyelesaian yang benar. Sehingga permasalahan masyarakat terselesaikan dan bersifat adil 
dalam mengadili. 
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